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Abstract. Every citizen who wants to set up a business must of course comply with the applicable rules and
regulations, so that in the future the business will not have a negative impact on society and damage the
environment. This research examines administrative law enforcement against violations to protect the
environment. The research method used is a normativeempirical research method, which is research that
examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents
(factually) on each particular legal event that occurs in society. The research results explain that any company
thar violates applicable regulations and has a negative impact on society, such as impacting public health and
impacting the environment, such as environmental pollution, will receive administrative sanctions as stated in
government regulations.
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Abstrak. Setiap warga negara yang ingin mendirikan usaha tentunya harus mematuhi aturan dan peraturan yang
berlaku, agar nantinya dikemudian hari usaha tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan
merusak lingkungan. Pada penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran
untuk memelihara lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
normatifempiris yang merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum
positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap perusahan yang melanggar peraturan
yang berlaku dan memberikan dampak negatif masyarakat seperti berdampak pada kesehatan masyarakat serta
berdampak pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan maka akan mendapatkan sanksi administrasi yang
telah tertuang dalam peraturan pemerintah.

Kata kunci: Sanksi administrasi, kerusakan lingkungan hidup, Dampak usaha

LATAR BELAKANG

Penegakan Hukum Administrasi terhadap izin pendirian Usaha industri merupakan
upaya yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum
administrasi terhadap izin pendirian usaha industri merupakan upaya untuk menjamin bahwa
semua kegiatan usaha industri melalui izin yang telah diberikan oleh menteri atau
bupati/walikota. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap izin pendirian usaha industri
dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendirian usaha industri yang dibangun sekitar
masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup
terutama menyebabkan pencemaran dan Halaman: 2 perusakan lingkungan hidup. Maka setiap
warga negara yang ingin membangun sebuah usaha harus mengikuti persyaratan dan aturan

yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika seorang warga negara
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tidak menaati peraturan dan melakukan kecurangan untuk mengntungkan dirinya dan
kelompoknya dan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maka perlu adanya
sanksi yang berlaku. Salah satu contoh sebuah perusahaan yang mendaparkan sanksi
administrasi adalah PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang tertuang dalam Surat Keputusan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang penerapan
sanksi administrasi karena melakukan pelanggaran admnistrasi dan menyebabkan kerusakan
lingkungan yang diterbirkan pada tahun 14 maret 2022. Penegakan hukum administrasi
terhadap izin pendirian usaha industri merupakan upaya penting untuk menciptakan
perdamaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Maka melihat permasalahan yang terjadi

maka sangat penting kita mengkaji dan mengalisis terkait penegakan hukum administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, Penelitian hukum
normatifempiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau
implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in
action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi alam masyarakat
(Moshinsky, 2020). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari dokumen hukum dan data kepustakaan seperti buku, jurnal dan sumber lainnya.
Analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah mengalisis permasalahan yang terjadi dengan

peraturan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum menurut Jimlly Ashiddigie adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Penegakan hukum
administrasi dikenal penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.Penegakan
hukum preventifmerupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai
pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan
penerapan kewenangan pemerintah. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringgi
pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan
sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Halaman: 3 Administrasi Negara

tersebut.
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Ada beberapa sanksi-sanksi administrasi yang khas antara lain :

a) Bestuursdwang (paksaan Pemerintah)

b) Penarikan Kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

c) Pengenaan denda administrasi

d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa
“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan
kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”. Peranan pelaku usaha dan/atau
kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan
melengkapi usaha yang dijalakannya dengan dokumen lingkungan seperti yang disebut dalam
Pasal 1 Ayat (35) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh
izin usaha dan/atau kegiatan™.

Dalam kasus PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta mendapatakan sanksi
administrasi paksaan pemerintah, hal tersebut dikarenakan PT Karya Citra Nusantara
melanggar izin lingkungan hidup, pengelolaan dan pengendalian pencemaran limbah domestik,
pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara. Sanksi yang diberikan adalah sanksi
administratif Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Sanksi administratif terdiri atas:
teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin
lingkungan™. Melihat pada aspek penegakan hukum administrasi terhadap izin mendirikan
usaha industri sebagai upaya merawat lingkungan hidup dapat diterangkan melalui beberapa
aspek yaitu sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Izin Mendirikan: Penegakan hukum administrasi dalam pemberlakuan izin
mendirikan bangunan untuk kegiatan bisnis, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang
mengulas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan izin mendirikan
bangunan. Izin ini berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan

penggunaan lahan untuk bisnis, yang sering disebut dengan izin mendirikan.
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2. Pengawasan dan Penerapan/Penegakan Kewenangan: Dalam hukum administrasi negara,
penegakan hukum dilakukan dengan cara pengawasan dan penerapan/penegakan kewenangan.
Hal ini berarti bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran izin
mendirikan dan akan mengaplikasikan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
administrasi negara.

3. Sanksi Administratif: Dalam ilmu hukum administrasi, pemberlakuan uang paksa dapat
diwajibkan kepada seseorang pribadi yang tidak mampu mematuhi atau melanggar ketentuan
yang berhubungan dengan izin mendirikan. Sanksi administratif ini berfungsi sebagai upaya
pemerintah untuk membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan membantu mencegah
pelanggaran hukum.

4. Pendapatan Asli Daerah: Pendapatan asli daerah berperan penting dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Izin mendirikan dapat diterbitkan dengan tujuan untuk mengurus hukum penggunaan
tanah pada daerah, yang sering disebut dengan izin mendirikan Pendapatan yang dihasilkan dari
izin mendirikan dapat digunakan untuk mengurus pendapatan asli daerah, yang merupakan
sumber utama bagi setiap daerah untuk mewujudkan otonomi daerah.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup: Dalam hukum administrasi, penegakan hukum administrasi
merupakan sanksi yang berasal dari adanya hubungan dengan hukum lingkungan hidup. Hal ini
berarti bahwa penegakan hukum administrasi dapat digunakan untuk mengatur dan
mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti pengelolaan
sumber daya alam, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah.

Menurut Mas Achmad Santosanl, penegakan hukum administrasi di Bidang lingkungan
hidup memiiki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum
lainnya (perdata atau pidana) sebagai berikut: (1) Penegakan hukum administrasi di bidang
lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat penoegahan; (2) Penegakan hukum
administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan
dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata; (3) Pembiayaan untuk penegakan hukum
administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian
laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi
lapangan, mempekeijakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas(sebab akibat) dalam
kasus pidana dan perdata, (4) Penegakan hukum administrasi lebih memiiiki kemampuan
mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses
perizinan, pemantauan penataan/ pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan
dan memintapejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Pengawasan terhadap Penaatan Perusahaan Industri Yang Telah Memperoleh [zin

Usaha Industri atas Lingkungan Hidup. Persoalan mendasar yang terlebih dahulu perlu
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memperoleh kejelasan adalah menyangkut siapa atau instansi apa yang benvenang melakukan
pengawasan terhadap penaatan perusahaan industri yang telah memperoleh [zin Usaha Industri
(IUI) untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni melakukan pencegahan pencemaran
dan atau perusakan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan
melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi
pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan
secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai
pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang
memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum
fungsional. Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan,
peraturan perundang undangan; Mekanisme pengawasan penaatan; Keberadaan pejabat

pengawas (inspektur) yang memadai baik kuatitas maupun kualitasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pendirian usaha industri dan pengelolaan
lingkungan hidup perlu adanya pengawasan serta penegakan hokum administrasi Negara
didalamnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap izin pendirian usaha industri
dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi
atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3)
menyebutkan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”. Dalam kasus
PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta mendapatakan sanksi administrasi paksaan
pemerintah, hal tersebut dikarenakan PT Karya Citra Nusantara melanggar izin lingkungan
hidup, pengelolaan dan pengendalian pencemaran limbah domestik, pengelolaan dan
pengendalian pencemaran udara seingga dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah
sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Sanksi administratif terdiri atas:
teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin

lingkungan”.
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